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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
0. Pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dimuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan dimana salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik.
0. Pembuatan akta otentik oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat adalah apabila memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana pemalsuan surat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 263 ayat 1 KUHP, Pasal 264 ayat 1 KUHP dan Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 KUHP.
0. Pertanggung jawaban notaris akibat tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan akta otentik dapat dimintai pertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu mampu bertanggung jawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan. Sehingga Notaris yang dengan penuh kesadaran sengaja atau terlibat dalam pembuatan akta otentik palsu dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Sedangkan apabila unsur-unsur kesalahan tersebut tidak terpenuhi maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana..
B. Saran
0. Hendaknya seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus lebih teliti lagi karena mengingat tugas dari Notaris sendiri adalah mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Penghadap ke dalam akta. Notaris yang telah diberi tugas dan kewenangan dalam melakukan tugas dan jabatannya seharusnya berpedoman pada aturan - aturan yang telah ada, baik yang telah diatur di dalam Undang Undang Jabatan Notaris, ataupun kode etik yang telah ditetapkan. 
0. Notaris telah disumpah yang berbunyi “bahwa saya akan menjalanai jabatan saya secara jujur, amanah, mandiri, saksama dan tidak berpihak”, maka dari itu dalam menjalankan jabatannya Notaris harus netral atau menjadi penengah bagi kedua belah pihak, dan tidak terpengaruh oleh salah satu pihak yang nantinya dapat merugikan pihak lain, agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dan agar Notaris terhindar dari sanksi pidana. 
0. Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus memperhatikan prosedur yang sudah diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris, agar Notaris selalu berhati-hati dalam dalam proses pembuatan akta otentik tersebut, sehinggak tidak menimbulkan kesalahan yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak, namun Notaris juga akan terkena dampaknya seperti sanksi pidana. 
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